7 PERATURAN BUPAT) BANYUMAS

NOMOR: (2 4, -
TENTANG '

BUPAT] BANYUMAS,

a. bahwa guna terbangunnya jaringan koordinasi yang solid dalam
melaksanakan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak
Kabupaten Banyumas diperlukan pedoman umum yang mengatur
pelaksanaan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak
Kabupaten Banyumas :

b. bahwa Pedoman Umum sebagaimana tersebut pada butir a, adalah
pedoman yang mengatur tata cara Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)
Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten

Banyumas ;

c. bahwa demi kelancaran dan menjamin kepastian hukum serta mengikat
semua pihak terkait dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

ngingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437) ;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437) ;



)mperhatikan

netapkan

M&n
Etapkan Pedoman Umum Pusat pelayanan Terpadu (

Nde .
N "dan Anak Kabupaten Banyumas sebagaimana t

PERATURAN BUPATI
PELAYANAN TERPADU (PPT) PENAN

GENDER DAN ANAK KABUPATE

. Undang-undang Nomg
:

Kekerasa 3 Tahy
2004 No " Datam Umah Tang; il tentang Penghapusan
mor 4419 ) - 2 (Lembaran
' Negara Tahun
Undang-

Negara Nomor 4438

.
1

. Undang-undan
g No
mor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia gj Luar Negeri

. Peraturan Pemerint
ah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi kegiatan

Instansi Vertikal di D
aerah (Lembaran Ne
gara tahun 199
Tambahan Lembaran Negara Nomor 373). 8 Nomor 10

. Instruksi Presi
residen Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

Gender Dalam Pembangunan Nasional -

Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

Menteri Sosial Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Nomor :

a. 14/Men . PP/Dep.V/X/2002
b. 1329/MENKES/SKB/X/2002
c. 75/HUK/2002

d. B/3048/X/2002.

tentang Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN :
TENTANG PEDOMAN  UMUM PUSAT
GANAN KEKERASAN BERBASIS

N BANYUMAS

pPasal 1 .
PPT) Penanganan Kekerasan Berbasis

ermuat dalam fampiran Peraturan Bupati



o

’E
03.'1

>/M{'
FEPA

(o

¥

, NEEBANG

3. r DSPM f

4 kagip PPELP{ ;{

Pasa| 3

-

FrtOy. e 8 £
(RTE R TR LS A

cERIT h DA
SE

AR Td R 1R

TEAE
!... AN (WAL Jui Hu It [}:J.l

[ I—— ....,......,.....,..,_.r__,m,,_, - ]‘
Nundansian & purmckert Q. ¥
Fadz ,,,mg o MAPET, i
SEKRETARIE DAERAH KABUPKTEN |
.u;.} I ,,‘f"r\g) ;

S emPBS

.....

e eE T

- -~ st
&

: memenntahkan
pon qempatannya dalam Berita Daerap Kabupa e

i ulai berlaku pada tanggal diundangkan

gundangan Peraturan Bupati ini

ten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal {9 MAR 2006
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L}fﬂ Kekerg.san. berbasis gender dan 5
i meningkat kualitag dan

: enorne ;
56 Uantitg Na sogjq| .
It 30 dan anak, kekerasan dalam i Snya, p yang makin marak

Saan
P . . n ! PeleCeha
ain-lain, tam 993, ekspnis.. . N, perdaganga
Fﬁ;antu dan | : Paknya akan terus diterr - Sploitas; Seksual, kekerasa tg o
o g domestik MaUPUN publik yap iy Mui dajgm kehidupan e, N terhadap
i u ari-hari baik di
oot Kasus kekerasan yang terjagi o ki ani baik di
% tarind: K

99&2002 sebanyak 68% terjadi dalam lingk

f

dan selebihnya terjadi
rjiadi
10). Dari data tersebut

) .
yak dilakykan oleh orang-orang yang

memadai» tuntas, dan adil bagi korban.

Dan sebagai respon positif dalam memberikan perlindungan terhadap korban, mak
pgmerintah Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan Instansi penegak hukum (Kep;olisia:‘
gaksaan dan Pengadilan), BAPAS, Rumah Sakit Daerah/Swasta, LSM dan Orsos/Onna;
peempuan yang ada di Purwokerto mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan
kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PENANGANAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS.

1. Maksud
a. Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Berbasis Gender merupakan satu

bentuk pelayanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan,
kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
serta peningkatan posisi dan kondisi perempuan dan anak dalam masyarakat.

b. Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Berbasis Gender merupakan wadah
pelayanan pemberdayaan perempuan dan perfindungan anak berbasis masyarakat.

 Tujuan
& Memberikan pelayanan, konseling, bantuan hukum dan rehabilitasi bagi korban

kekerasan baik un anak ;
perempuan maup i
" Merupakan lembaga koordinasi bagi LSM, Ormas mauptn penegak hukum yang

n dan anak.
terhadap penghapusan dan penanganan kekerasan terhadap perempua
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, Azas Empati
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[ENBAGA-LEMBAGA YANG TERLIBAT pa
LAM
(ORBAN TINDAK KEKERASAN BERBASIS GEIL-S;;N?)PXNTEII\Q;:KDUKZERHADAP
BUPATEN

BANYUMAS.

1. Kepolisian Resort Banyumas :

a. Selaku pelindung, pengayom dan pelayanan .
laporan atau pengaduan, baik secara 3l(angsunggn ::%afsféhpgﬂeﬁggzggg rt;gja_wab e
atau kuasa keluarga atau orang lain selanjutnya dilakukan penyelidikan da nf ?'S'ginder

b. Mgngkoordlnlr dan memberikan bantuan teknis penyidikan kepada Tim Penp ic?il):I Plolan.k
jajaran Polres Banyumas dalam rangka penanganan perkara kekerasayn berb:sE;S

gender.

2. Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Banyumas:
k mempelajari dan memberikan petunjuk secara

Berkoordinasi dengan Kepolisian untu
a di Pengadilan.

yuridis formal mengenai kelayakan suatu kasus diperiks

! Pengadilan Negeri Purwokerto dan Banyurhas:

Berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian dalam me
pelaku tindak kekerasan dengan mendayagunakan Hakim yan
cita rasa keberpihakan pada korban tindak kekerasan.

. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
gram beserta alokasi dana

laksanakan peradilan terhadap
g sensitif Gender dan memiliki

penanganan Kasus Kekerasan

“Bﬂeﬂyusun perencanaan Pro
€rbasis Gender dan Anak

abupaten Banyumas :

ksaan Neger i
dungan korban,

adilan Negeri untuk

Pen
dan S pendamping korban

* Badan Kesbang dan Linmas K
Saksi dan

Berkoordinasi dengan Kepolisia
Mempelajari kemungkinan periun
ekerasan.

n, Keja
ya pedin



jahteraan Sosia| ¢
Kese)d an Pomp,

95" osra Setda Kabupate rda
pitian K ingi korban " Banyymag 28N Magy,
¢ W%,end"'"gaik dirumah a,ﬁng MeMbutypys Fakat Kabupaten gap /

n n a umas
. Wigi ayakan te'WUjUdnya(r?,?:gﬁr) maupzn %‘;ndampingan “ ‘
" Me" erikan Informasi sister pela 8man (She"gar,'“mah aman‘j‘”‘" penyelenggaraan
] :,:zn grima dan menyalurkan e g:nan ; N, .
4 nde,),agunakan ’D,e!ugas Sosig atag kUalitag
e d I Ke Pela
e 1i ndak kekerasan diwilayah (PS Yanan

atan S
j 40ai petugaspenghi
45 Tenaga Kerja dan Transmigrag; Penghimpun data

in I . Kaby
(. 1 engkoordlnlr dan men_ylapkan darnrg Paten B"‘“Vumas .
8 Nigran maupun domestik yang Menia d’,"Pingan tethadap p
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Ke koordinir dan menyiapkan pen an Dinas terkajt €Kerasama dengan

b. n domestik yang meniaq; ingan ¢ 4

aupu . €njadi kor, erhadap p
Kejarl pengadilan Negeri sert; piha?(af l_(ekerasan‘ bekzqal;l’Uh atau keluarga migran
Pihak terkajt ama dengan Kepolisian,

pinas Kesehatan Kabupaten Banyumas -

inir Tim Keseh
MengkOOl’dInlr €hatan (Sar
a ana :
swasta) untuk pelayanan dan Pemeriksaan 2::? Yanan baik milk Pemerintan mau
. a ko ' pun
kekerasan ; NSultasi perempuan dan anak korban

pertanggungjawab atas terlaksananya Sistem R

" dengan tingkat kegawatan Wukan bagi korban kekerasan sesuai

g, Kantor Depag Kabupaten Banyym;s -

a Bertanggungjawab untuk men
penguatan dari segi keagamaan

p. Memberikan pendampingan ba
pengadilan Agama

Viapkan tenaga rohaniawan yang akan memberikan

9t korban tindak kekerasan yang memeriukan layanan di

10.Rumah Sakit Umum Daerah / Swasts :

a. Bert:nggungjawab atas tersedianya pelayanan medis untuk korban kekerasan berbasis
gender .

b. Bertanggungjawab atas terbitnya visum et repertum sesuai dengan permintaan
Kepolisian

c. Bertanggungjawab atas tersedianya psikolog / psikiater untuk melakukan konseling dan
terapi korban kekerasan berbasis gender

11.Pekerja Sosial / LSM / Ormas Perempuan :

Pendampingan Korban

Bertindak sebagai konselor

Melakukan kunjungan kerumah korban atau rumah aman (Shelter)

Melakukan pemantauan korban selama dan sesudah perawatan di Rumah Sakit .
Melakukan pembinaan dan pembekalan bagi korban pasca penyelesaian masalah/kasus

kekerasan

. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERPADU PENANGANAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS.
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